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Intisari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah juga mengalami 

penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana target yang sudah ditetapkan tidak 

tercapai. Pandemi Covid – 19 mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021 penerimaan 

pajak daerah provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan penerimaan khususnya 

pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan ekonomi 

masyarakat sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk biaya hidup sehari – hari 

daripada untuk membayar biaya pajak (Widasena, 2022). Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data yang diperloleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari 3 (tiga) variable Independen (X) yaitu 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bela Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 

dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta variabel dependen (Y) yaitu Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Beal Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Air Permukaan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. 
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Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Air Permukaan, Pendapatan asli Daerah 

ABSTRACT 

 

Governments to fund the implementation of regional autonomy in accordance 

with regional potential as a manifestation of decentralization. Local governments 

have also experienced a decrease in Regional Original Income (PAD) where the 

targets set have not been achieved. The Covid – 19 pandemic, starting from 2020 to 

2021, regional tax revenues for the province of Central Java have decreased in 

revenue, especially for Motor Vehicle Tax (PKB) and Motorized Vehicle Transfer Fee 

Tax (BBNKB). This is due to a decrease in people's economic income so that people 

prefer to pay for their daily living expenses rather than paying taxes (Widasena, 

2022). This study uses data collection methods obtained from the Central Java 

Provincial Revenue Management Agency with a quantitative approach. The variables 

used in this research consist of 3 (three) independent variables (X), namely Motor 

Vehicle Tax (PKB), Transfer of Regional Original Revenue (PAD) aims to give 

authority to regional Motor Vehicle Names (BBNKB), and Surface Water Tax (PAP) 

and the dependent variable (Y), namely Income Original Area (PAD). Motorized 

Vehicle Tax has no effect on Regional Original Income, Motor Vehicle Title Transfer 

Fee has a positive effect on Regional Original Revenue, Surface Water Tax has no 

effect on Regional Original Revenue, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer 

Fee, Surface Water Tax simultaneously has an effect on Revenue Regional Original. 

 

Keyword : Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Name Transfer Fees, Surface Water Tax 

,Genuine Income 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diporoleh dari 

pendapatan berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah 

daerah.  Pendapatan Asli Daerah (P lAD) b lertujuan memblerikan kewelnangan k lepada 

pemerintah daelrah untukl mendanai pelaklsanaan otonomi ldaerah s lesuai denlgan 

potensi daelrah sebagai lperwujudan d lesentralisasi. Pendaplatan asli daerlah berperan 

sangat penting untuk l mempercelpat lterwujudnyla kesej lahteraan masylarakat melalui 

lpeningkatan lpelayanan l, pemberdalyaan, dan lperan serlta masya lrakat. Sallah saltu 

kewenanglan yang d liberikan pem lerintah pus lat kelpada pemeri lntah daelrah yaitu 

kewenanlgan atas pulngutan Pajak Dalerah dan Rletribusi Daelrah sebagali salah satul 

sumber pendan laan di daerah dilatur dalam Ulndang – Undalng Nomolr 28 Tahun l2009 

tentang Plajak Daerah daln Retriblusi Daerlah. Kewenangaln ini diberiklan untuk 

memlperkuat esensi l dan posisi otlonomi dlalam menolpang kapasi ltas fiskall daelrah.   

Pemerintah daerah mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dimana target yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

dari wawancara bersama Kepala Sub Bidang Bagian Pelaporan dan Keberatan Pajak, 

pada saat  pandemi Covid – 19  mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021 

penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan penerimaan 

khususnya pada Paljak Kendaraan lBermotolr (PKB) dan l Pajak lBea Ballik Nama 

Kelndaraan Bermoltor (BBNlKB). Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan 

ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mengutamakan  untuk biaya hidup 

sehari – hari daripada untuk membayar biaya pajak (Widasena, 2022). 
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Sumber : Data yang Diolah dari Bapenda Prov Jateng 

 

Penerimaan Pajlak Kendalraan Berm lotor selama tiga tahun terakhir mengalami 

penurunan dikarenakan tingginya piutang / tunggakan yang belum dibayarkan oleh 

wajib pajak, yaitu sebesar Rp 1.402.026.485.694 atau 0,069%  dengan total objek 

pajak sebanyak 3.270.462 dari 37 UPPD di seluruh Jawa Tengah. Tingginya piutang 

yang ada di provinsi Jawa Tengah disebabkan kurang optimalnya inovasi UPPD 

untuk melakukan kegiatan dor to dor di setiap daerah. Maka hal tersebut sangat 

mempengaruhi tingkat penerim laan Pendalpatan Aslil Dalerah (PA lD). Tingginya 

piutang pajak l kendlaraan berlmotor dikarenakan kurangnya antusias masyarakat atau 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (Heny Herlina,2022). 

Selain adanya piutang Pajak Kendaraan Bermotor dalam 3 tahun mengalami 

kenaikan, pada pajak air permukaan juga mengalami penurunan pendapatan karena 

mengalami pengurangan salah satu penyebabnya yaitu berkurangnya debit air 

permukaan sehingga penggunaan air menjadi berkurang, serta adanya piutang wajib 

pajak (perusahaan) dan daerah yang belum membayar kewajibannya. Dari ketiga 

variabel yang ada pada peneliti lan ilni yaitu Pa ljak Kendarlaan Ber lmotor, Bea Blalik 



Namal Kendaraan Blermotor, dan Paja lk Air Pelrmukaan, yang mengalami penurunan 

signifikan adalah Be la Balikl Nama Kendalraan Belrmotor pada tah lun 2020 selbesar 

59,1%. 

Dari fenomena diatas, masih terdapat banyak perbedaan pendapat antara 

penelitian satu dengan penelitian lainnya mengenai pengalruh pajalk kenldaraan 

bermlotor, bea lbalik namal kendaraan b lermotor, paj lak air per lmukaan tlerhadap 

pendaplatan asli ldaerlah serta peran pa ljak daerah dalam memenuhi target penerimaan 

realisasi pendapatan daerah. Kondisi salat ini lPajak Ken ldaraan Bermoltor dan Bela 

Balik lNama Ken ldaraan Berm lotor yang memiliki jumlah penerimaan terbesar 

mengalami penurunan sedangkan Pajak Air Permukaan  yang memiliki jumlah 

penerimaan terkecil tetapi selalu mengalami peningkatan, maka penelitian ini penting 

untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa 

besar pengarluh Pajak lKendaraan l Bermoltor, Bea lBalik Nlama Kendaralan Belrmotor, 

Pajakl Air Permukalan terhadalp Pendapat lan Asli lDaerah (PA lD) di plrovinsi Jalwa 

Telngah. Sehingga penelitian ilni mengambil judul “ ANALISIS PENGA lRUH 

PAJAlK KENDARAAlN BERMOTOlR (PKB), lBEA BAlLIK NAMA 

lKENDARAA lN BERMOTOR (lBBNKB), PlAJAK lAIR PERMU lKAAN (PAP) 

TERlHADAP PENDAPlATAN ASLlI DAERAH (lPAD) PROVI lNSI JAWlA 

TENlGAH 2019 – 2021. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Konstitusional 

 Teori Institusional dikemukakan oleh Scoot (2008) menjela lskan balhwa telori 

ini digun lakan unt luk menjelaskan t lindakan danl pengambil lan keputuslan dallam 

orgalnisasi pulblik. Telori Institus lional ( lInstitusionall Theory) latau te lori kelembaglaan 

yaitu terbelntuknya or lganisasi kalrelna adalnya teklanan lingku lngan institusiolnal ylang 

lmenlyebabkan i lnstitusionallisasi. Pemikliran yang mendalsari teo lri ini lyaitu pemikilran 



bahwa ulntuk bertahan lhidup, suatu orgalnisasi harus m lampu meyak linkan kepad la 

publik latau masyaralkat bahwa lorganisasi adallah suatu entitas lyang sah ser llta layak 

untluk di dlukung (Ridha & Basuki, 2012).  

 Teori institusional relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena suatu 

organisasi (instansi) yang mempunyai aturan (kebijakan) yang diperuntukan untuk 

masyarakat terutama wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak. Selain itu, teori institusional juga memiliki beberapa faktor yang 

mendukung suatu kebijakan sehingga mampu meyakinkan publik atau masyarakat 

dalam memenuhi kewajibannya. Faktor – faktor tersebut diantaranya yaitu, faktor 

eksternal, faktor sosial, faktor lingkungan, dan faktor ekspetasi masyarakat. 

Suatu organisasi atau institusi diharuskan membuat sebuah kebijakan dimana 

mengharuskan masyarakat atau publik patuh pada kebijakan yang telah dibuat guna 

untuk mencapai  tujuan. Faktor – faktor yang ada pada teori institusional 

mengharuskan suatu organisasi atau instansi mempunyai sebuah kebijakan yang 

sesuai dengan lingkungan serta ekspetasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat 

mampu menerima dan mengikuti kebijakan dengan baik. Teori Institusional 

berhubungan dengan variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan 

Asli Daerah mempunyai kebijakan – kebijakan diatur oleh Badan Pengelola 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendap latan Asli D laerah terldiri dari 

pendlapatan pajak ldaerah, pendapatan retrib lusi dalerah, pend lapatan lain – lailn. 

Kebijakan yan lg ada di pendapatan asli daerah dibuat serta disesuaikan dengan 

lingkungan dan ekspetasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat patuh dan 

menerima kebijakan yang telah dibuat.  

Pengembangan Hipotesis 

Putri & Zahra (2020), A.A Nurfahmi (2018), Saputra & Putri (2018) 

dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan 

Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Savitri & Anggraeni 



(2021), Pontoh Irene F (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

variabel Bea Balik Nama kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Delima (2022) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan 

bahwa variabel Pajak Air Permukaan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah.  

Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian pendekatan kuantitatif. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif ( causah comperative). Penelitian 

kausal komparatif merupakan penelitian untuk mengetahui korelasi antar dua variabel 

atau lebih yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2019). 

Definisi Operasional 



Pajakl Kendalraan Berlmotor (PKB) menurut UlU N0. 28 Tahlun 2009 adallah 

pajalk atas kepelmilikan daln / atau lpenguasaan kendaralan bermotlor. Kendlaraan 

bermoltor adalah selmua kendalraan beroda beslerta gandengalnnya yang dilgunakan 

disemua jelnis jalan ldarat, dlan digerakkan olehl peralatan teklnik berupa moltor atalu 

perlalatan lainnyal yang berfunlgsi untuk mlengubah sluatu sumber dlaya lenergi tertentul 

menjadi tlenaga gelrak kendaraaln bermotor yalng bersangklutan, terlmasuk allat – alat 

berat ldan alat – alat lbesar yang dalalm operasinyla menggunaklan rodla dan moltor serta 

tildak melekat secalra permalnen. Besarnya nilai PKB dapat dihitung dengan 

menggunakan formula sebagai berikut 

 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

   = Tarif  Pajak x (NJKB x Bobot) 

Blea Balik Nlama Kendaraaln Bermotor (BBlNKB) menurutl Pergub Jalwa 

Tenlgah Nomor l33 Tahun 2l019 adalah pajalk atas penyerlahan hak millik kendlaraan 

berlmotor sebagali akibat perljanjian dua pihlak atau perbluatan sepihak altau keadlaan 

lyang terjaldi karena juall beli, tukarl menukar, hiblah, warisan, latau pemasuklan ke 

dalalm badanl usaha.  l Kemauan wajib pajak dalam membayar biaya bea balik nama 

kendaraanya salah satu bentuk kontribusi terhadap peningkatan penerimaan 

pendapatan asli daerah. Besarnya nilai BBNKB dapat dihitung menggunakan formula 

sebagai berikut : 

 

Pajlak Terutang = Tarif Pajak x Dalsar Pengelnaan Pajlak 

= Tarif Paljak x Nilail Jual Kendara lan Bermlotor 

Pajlak Air Pelrmukaan (PAP) lyaitu pajak yalng dipunglut oleh pemerilntah 

daerah provinsi terhadap penglambilan dan / latau pemalnfaatan airl permlukaan (Ayza, 

2017). Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Paj lak Ailr Perlmukaan (PAPl) 

adalah plajak atas peglambilan dan / atlau pemanflaatan ailr permlukaan. Air plermukaan 

adalalh semua air lyang terdaplat pada permlukaan tlanah, tidalk termlasuk air laut, lbaik 



yang blerada di laut malupun dli darat. Wlajib Pajakl untuk pajak airl pelrmukaan 

merupakan bentuk kepedulian terhadap air permukaan yang terdapat di Jawa Tengah. 

Tetapi banyak wajib pajak yang kurang sadar dalam kontribusi membayar pajak air 

permukaan.  Besarnya nilai PAP dapat dihitung menggunakan formula sebagai 

berikut: 

Pajalk Telrutang = Tarif lPajak x Dlasar Plengenaan Plajak 

= Tlarif Paljak x Nillai Perolehan Air Permukaan 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi pada penelitian ini adalah UPPD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa 

Tengah sebanyak 37 UPPD. Sedangkan sampel penelitian berdasarkan metode  

Cluster Random Sampling yang diperoleh dari UPPD Kabupaten / Kota di Provinsi 

Jawa Tengah. Sehingga, jumlah data sampling yang memenuhi syarat penelitian ini 

sebanya 101.  

Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

2. Uji Asumsi Klasik : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji 

Heteroskedastisitas 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

4. Uji Hipotesis : Koefisien Determinasi Berganda, Uji Parsial (Uji – t), Uji 

Koefisien Determinasi Berganda (R Square), Uji Simultan (Uji – F) 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

    Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 

a. Penelitian ini menggunakan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel 

independent yang pertama. Hasil analisis statistik deskriptif menjelaskan bahwa 

pajak kendaraan bermotor tahun 2019 – 2021 mempunyai nilai maksimum sebesar 

2,45 dengan nilai minimum 5,56 menghasilkan nilai rata – rata sebesar 1,232 

dengan standar deviasi sebesar 4,793, yang artinya pajak kendaraan bermotor 

memiliki nilai rata – rata dan standar deviasi yang rendah.  

b. Penelitian ini menggunakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai 

variabel yang kedua. Hasil analisis statistik deskriptif menjelaskan bahwa bea l 

ballik nama klendaraanl bermotlor tahun 2019 – 2021 memlpunyai nilali maksimum 

seblesar 1,69 dengan nilai minimum 1,40  menghasilkan nilai rata – rata sebesar 

7,567 dengan standar deviasi sebsesar 3,302 , yang artinya blea ballik namla 

kendaralan bermotolr memiliki nillai ratal – rlata dan standar deviasi yang rendah.  

c. Penelitian ini menggunakan Pajak Air Permukaan sebagai variabel independent 

yang ketiga. Hasil analisis deskriptif menjelaskan bahwa pajak air permukaan 

tahun 2019 – 2021 memiliki nilai maksimum sebesar 3,82 dengan nilai minimum 

1,08 menghasilkan nilai rata – rata sebesar 4,7149E+11 dengan standar deviasi 

Descrliptive Statlistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Devilation 

X1 101 5,56 2,45 1,232 4,793 

X2 101 1,40 1,69 7,567 3,302 

X3 101 1,08 3,82 4,714 7,260 

Y 101 7,75 4,14 1,994 7,736 

Valid N 

(listwise) 

101 
    



sebesar 7,260, yang artinya pajak air permukaan memiliki nilai rata – rata yang 

rendah tetapi nilai standar deviasi yang tinggi.  

d. Pelnelitian ilni menggunakan Pendaplatan Alsli Daerlah sebagai variabel dependen. 

Hasil analisis menjelaskan bahwal pendapataln aslli daelrah tahun 2019 – 2021 

melmiliki nilai maksimum sebesar 4,14 dengan nilai minimum 7,75 menghasilkan 

nilai rata – rata 1,994 dengan standar deviasi sebbesar 7,736, yang artinya 

pendapatan asli daerah memilliki nlilai ratla – rata danl stalndar delviasi yang rendah. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

    Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 101 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000169 

Std. Deviation ,00010633 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,083 

Positive ,082 

Negative -,083 

Test Statistic ,083 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,081
c
 

 

Berdas larkan hasil lanalisis uji normallitas menggulnakan Kolmlogoov-Slmirnov 

Teslt palda table melnjelaskan blahwa variabel l Pendapatan lAsli Daerah l mempunyai 

lnilai Alsymp. Sig (2-tailled) sebesar 0,81 > 0,05 l yang arltinya data terdi lstribusi dengaln 

nolrmal 

 

 

 



Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa untuk seluruh variab lel independlen yaitu l 

Pajak Kend laraan Berm lotor, Bea Balik Nam la Kendaraan lBermotor, Paja lk Air 

permlukaan memi lliki nilai toleranlce lebih dari 0,10l. Sedangkan pa lda nilali VIF l lebih 

dari 0,10 blerarti model relgresi tidak terjadi gejala mulltikolinearitas.  

    Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa nilai probabilitas (Sig.) yang 

dimiliki variabel independen PKB, BBNKB, PAP beturut – turut 0,89, 0,139, dan 

0,434. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketiga variabel independen pada penelitian ini 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, karena nilai probabilitas (Sig.) dari ketiga 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VlIF 

1 

(Constant)   

X1 ,333 3,002 

X2 ,334 2,994 

X3 ,984 1,016 

 

Coefficiens 

Model 

Unstanldardized Coeffisients 

Standartized 

Coefficient 

t lSig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0,01 ,000   -1,726 ,088 

X1 4,28E-6 ,000 ,022 ,139 0,89 

X2 3,34E-5 ,000 ,242 1,492 0,139 

X3 -3,58E-6 ,000 ,077 -,785 0,434 



variabel independennya memiliki nilai diatas signifikansi yaitu 0,05l yang artinya 

tidak terjadi heteroskedastisitas 

   Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R lR Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,357
a
 ,127 ,100 ,000065528 1,773 

a. Predictors: (Constant), PAP, BBNKB, PKB 

 

N = 101 

d = 1,773 

dl = 1,613 

du = 1,736 

4-dl = 2,387 

4-du = 2,264 

Hasil = du < d < 4-dlu =1,736 < 1,773 < 2,387  

Kelsimpulan : Tildak Terldapat Autokolrelasi 

Berdalsarkan tabel perhitungan menggunkaan SP lSS mengguna lkan ulji Durlbin 

Watlson memperoleh halsil seblesar 1,773. Julmlah varialbel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 3 dengan 101 unit analisis, sehingga diperoleh dilai Du l 

sebeslar 1,736 dan l nilai DL seb lesar 1,613. lMaka dapat d lirumuskan du < dl <4l-dlu = 

1,736 < 1,773 <2,387 sehinglga dapalt disimpulkanl bahwa tidak melngandung gej lala 

autokorelasi. 

 

 

 



 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

   Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 4,466E-5, 

untuk nilai beta variabel PKB (X1) adalah sebesar -2,168E-16, variabel BBNKB (X2) 

sebesar 9,391E-16, dan variabel PAP (X3) sebesar -1,444E-14. Sehingga pers lamaan 

reglresinya dapat dir lumuskan, seblagai berilkut : 

Y l= 4,466E-5 - 2,168E-16(X1) + 9,391E-16(X2) - 1,444E-14(X3) + e 

Belrdasarkan hlasil persamalan diatas maka, dlapat disimlpulkan balhwa 

1. Nillai koefisien regresi seblesar -2,168.000.000,16 menunjukklan seltiap 

peninglkatan pajakl kendaraanl bermotor selbesar 1 satulan dapat mlenyebabkan 

penurulnan penlgeluaran selbesar 2.168.000.000,16 satuan 

2. Nilai koefisien regresi sebesar 9.391.000.000,16 menunjukkan lsetiap 

peningkataln bea ballik nama kendalraan bermotolr sebesar 1 slatuan daplat 

lmenyebabkanl peningkatan penlgeluaran selbesar  9.391.000.000,16 satuan 

3. Nilai koefisien regresi sebesar -1.444.000.000,14 menunjukklan sletiap 

peningklatan pajak airl permukaanl sebesar 1 slatuan daplat menyelbabkan 

penlurunan selbesar  1.444.000.000,14 satuan. 

Coefficilents
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Stdl. Error Beta 

1 (Constant) 4,466E-5 ,000  2,437 ,017 

X1 -2,168E-16 ,000 -,150 -,915 ,362 

X2 9,391E-16 ,000 ,449 2,735 ,007 

X3 -1,444E-14 ,000 -,152 -1,587 ,116 



UJI HIPOTESIS 

     Hasil Uji Pasial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sigl. Bl Stdl. Error Beta 

1 (Constant) 4,466E-5 ,000  2,437 ,017 

X1 -2,168E-16 ,000 -,150 -,915 ,362 

X2 9,391E-16 ,000 ,449 2,735 ,007 

X3 -1,444E-14 ,000 -,152 -1,587 ,116 

 

1. Variabel PKB tidak berpengaruh terhadap PAD terbukti nil lai thitunlg sebesalr -

0,9l15 < ttabell 1,985 dlan nilai slignifikansi slebesar 0,3l62 > 0,05 selrta nillai β 

selbesar -2,168E-16. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel PKB tidak 

berpengaruh terhadap PAD. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa PKB 

berpengaruh positif terhadap PAD dinyatakan ditolak. 

2. Variabel BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD terbukti nilali 

thitungl sebesalr 2,735 >l ttabel 1,9l85 dan nilail signifilkansi selbesar 0,0l07 < 0,05l serta 

nilai β sebesar 9,391E-16. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel BBNKB 

berpengaruh positif terhadap PAD. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa 

BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dinyatakan diterima. 

3. Variabel PAP tidak berpengaruh terhadap PAD terbukti nila li thitlung seblesar -

1,58l7 < ttablel 1,985 dlan nilai lsignifikansi lsebesalr 0,116 >l 0,05 sertal nilali β 

sebeslar -1,444E-14. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel PAP tidak 

berpengaruh terhadap PAD. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa PAP 

berpengaruh positif terhadap PAD dinyatakan ditolak. 

 

 

 



Hasil Uji R2 

 

 

 

 

 

Berdasarlkan Tablel diatas, men lunjukkan balhwa ni llai koefisien determinan (R 

Sqluare) selbesar 0,127 atlau 12,7%. Maka, PKB, BBNKB, PAP dapat dikatakan 

mempunyai pengaruh yang rendah terhadap variabel PAD. Lalu, sisanya sebesar 

87,3% adalah nilai pengaruh yang asalnya dari varia lbel lain ylang tidak lada dlalam 

penlelitian ini. 

    Hasil Uji Simultan 

 

Berdasarkan Tab lel diatas, lmenunjukklan bahwa nillai Fhitung seblesar 4,718 

ldengan nilali probalbilitas (Silg.) 0,004. Hal ters lebut berarti H4 diterima karena nilai 

probabilitas (Sig.) sebesar 0,004 < 0,05. Dengan adanya pernyataan tersebut, dap lat 

ditalrik kesimlpulan bahwa lPKB, BBNKlB dan PAP secaral simultan altau bersalma-

Mlodel Sulmmary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimatel 

1 ,357
a
 ,127 ,100 ,000065528 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
dfl 

Mean 

Square 
Fl lSig. 

1 Regression ,000 3 ,000 4,718 ,004
b
 

Residual ,000 97 ,000   

Total ,000 100    



sama berpengaruh positif terhadap PAD sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun 

sebelumnya. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan bahwa variabel 

independen pajak kendaraan bermotor mempunyai hubungan negatif terha ldap 

pendalpatan asli dlaerah. Hal inil dibuktikaln denglan nillai thitunlg sebeslar -0,915l < ttabell 

1,985 dan nilai s lignifikansli sebelsar 0,362 >l 0,05 serta lnilai β seblesar -2,168E-16. 

Maka, hipotesis H1 ditolak. Hal ini disebabkan karena pada hasil uji statistik 

deskriptif variab lel pajak kelndaraan b lermotor mlemiliki nlilai ralta – rata rendah yaitu 

sebesar 1,232. Has lil penelitlian ini didlukung ol leh pelnelitian yan lg telah dilakuklan 

Nugrahawati (2019) menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.  

 Pajak  kendaraan bermotor pada tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan 

penerimaan dikarenakan adanya wabah Covid – 19 yang menyebabkan wajib pajak 

tidak membayarkan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya.  Selain itu 

masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajaknya sehingga menimbulkan 

piutang yang tinggi. Ha ll ini dlidukunlg olehl peneitian yalng dilalkukan Nugrahawati 

(2019) yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah. Pada saat wabah Covid – 19 banyak kebijakan baru 

yang dibuat oleh Ba ldan Pengelo lla Pendap latan Daerah Prlovinsi Jawla Tenlgah yanlg 

disesuaikan kondisi dan lingkungan masyarakat. Hal tersebut relevan dengan teori 

konstitusional yang dimana teori tersebut menjelaskan kebijakan organisasi harus 

sesuai dengan ekspetasi, kondisi, dan lingkungan masyarakat, agar masyarakat dapat 

memetuhi kebijakan tersebut.  

 



 

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli 

daerah 

Berdasarkan hlasil uji statistik t melnunjukkan bahwla variabel Blea Balikl Nalma 

Kelndaraan Berlmotor memliliki hubungan ylang positif terlhadap pendaplatan aslli 

dalerah. Hlal ini dibuktikan balhwa nlilai thitulng sebelsar 2,735 > ttalbel 1,985 dan nillai 

signilfikansil sebesalr 0,0l07 < 0,05 serta nilai β sebesar 9,391E-16. Dari hasil tersebut 

dapat dilihat bahwa lBea Blalik Nama lKendaraan Blermotorl berpelngaruh positlif 

terhadapl Pendaplatan Aslli Dalerah sehingga H2 diterima. Hlal ilni disebabkan karena 

pada hasil uji statistik deskriptif variabel pajak kendaraan bermotor memiliki nilai 

rata – rata tinggi yaitu  sebesar 7,567. Hasil penelitian ini didukung penelitian 

sebelumnya yang sudah dilakuakan Pontoh Irene F (2020), Savitri & Anggraeni 

(2021), Putri & Zahra (2020) dalam hasil penelitiannnya menunjukkan bahwa be la 

balik nlama kendarlaan bermoltor berpengaruhl posistilf terhadlap plendapatlan asli 

dlaerah.  

Kemauan wajib plajak dalam membayar biaya blea blalik nlama kendalraan 

bermlotor sallah slatu bentuk kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan 

asli daerah ( A A Nurfahmi 2018). Peningkatan pada bea balik nama kendaraan 

bermotor relevan dengan teori konstitusional yang dimana menjelaskan terkait 

persepsi yang mengatur perilaku individu (seseorang) yang ditentukan oleh suatu 

sebab eksternal yang dapat memacu pada lingkungan sekitar.  

Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli daerah  

Berdasarkan has lil uji statistik t menlunjukkan balhwa variabel Pajlak Air 

Permukaan memiliki hubungnan yang negative terhapa pendapatan asli daerah. Hal 

ini dibuktikan balhwa nilai tlhitung selbesar -1l,587 < tltabel 1,985 dlan nilai sign lifikansi 

sebelsar 0,116 > l0,05 serta lnilai β seblesar -1,444E-l14. Daril hasil tersebut ldapat dilihat 

bahwa Pajalk Air Perm lukaan tidak lberpengarulh terhadap Pe lndapatan lAsli Dalerah 



sehingga H3 ditolak. Hlal inil disebabkan karena pada halsil ujli statistik deskriptif 

varilabel pajak ken ldaraan berlmotor melmiliki nilali rata – rata rendah yaitu  sebesar 

4,714. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang sudah 

dilakukan Widya (2020) menyatakan bahwa pajak air permukaan tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah.  

 Pajak air permukaan merupakan pajak yang dipu lngut o lleh pelmerintah daerah 

provinsi terhadap pengamblilan dlan / atau pema lnfaatan air pelrmukaan (Ayza 2017). 

Salah satu penyebab penurunan pada pajak air permukaan yaitu pengurangan atau 

menurunnya ukuran debet air di setiap daerah, masih banyaknya objek pajak yang 

belum membayarkan pajak air permukaan sehingga menimbulkan piutang. Hal ini 

didukung penelitian yang dilakukan Widya (2020) menghasilkan bahwa pa ljak air 

lpermukalan tidak berpenga lruh terhladap pend lapatan alsli daelrah. Hasil peneitian ini l 

relevan delngan teori konstitusional yang menjelaskan bahwa kebijakan suatu 

organisasi dibuat harus berdasarkan dengan ekspetasi dan lingkungan masyarakat.  

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Sesuai dengan halsil hipotesis bahlwa pajak kendaralan bermotor, bela ballik 

namla kendalraan bermoltor, pajak air permukaan merupakan faktor yang 

mempengaruhi pendlapatan lasli dalerah. Hlal tersebut dibluktikan delngan halsil ulji nillai 

Fhitung sebeslar 4,718  dengan tingkat probabilitas (Sig.) 0,004. Hal ini artinya H4 

diterima, karena pada nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,004 < 0,05. Dengan adanya 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahw la Pajak lKendaraan lBermlotor, Blea Balik 

lNama Kendarlaan Bermlotor, Pajak Air lPermukaan lsecara simulltan berplengaruh 

positif lterhadap Pelndapatan Aslil Daerah, sesuai dlengan hipoltesis yanlg telah 

dibanlgun sebelulmnya.  

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan merupakan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah secara 



positif. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Saputra & Putri (2019), Savitri & Anggraeni (202), Pontoh,Irene F (2020) 

menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Putri & Zahra (2020), Nurul 

Aliah et al (2019), Ferdiansyah (2020) menjelaskan balhwa Bela Ballik Nalma 

Kendalraan Bermlotor berpelngaruh positlif terhadap Pendaplatan Aslli Daerlah. Halsil 

peneliltian yang dillakukan Delima (2022) menjelaskan bahwa Pajak Air Permukaan 

berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

  



PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan membuktikkan secara empiris pengaruh pajak kendaraan 

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan terhadap 

pendapatan asli daerah tahun 2019 – 2021. Berdasarkan hasil dari pembahasan yang 

sudah dijelaskan diatas mlaka daplat disimplulkan seblagai beri lkut: 

1. Pajlak Kendarlaan Belrmotor tidak berlpengaruh terhladap Pendlapatan Alsli Daelrah.  

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

3. Pajlak Airl Permukaan ltidak berlpengaruh terhadalpa Pendaplaran Asli Dalerah.  

4. Plajak Kenldaraan Berlmotor, Beal Balik Namla Kendaraan Blermotor, Plajak Ailr 

Permulkaan secara slimultan berpenlgaruh terhadalp Pendapatlan Asli lDaelrah.  

Keterbatasan 

Adapun keterbatasan yang terdapat pada pengujian penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya menghasilkan satu hipotesis diterima, yaitu Pengaru lh Blea 

Blalik Nalma Kendarlaan Bermotolr Terhadapl Pendapatan Alsli Daelrah. Sedangkan 

pada kedua hipotesis lainnya menghasilkan hipotesis yang ditolak yaitu Pengaruh 

Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruh 

Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut menjadi 

keterbatasan dalalm penellitian inli, dikarenakan palda UPPD di Kabulpaten / Kotal 

Provinsil Jawa Tlengah kurang memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak. 

2. Penelitian ini meghasilkan R Square yang kecil yaitu 12,7%, yang dikarenakan 

adamya keterbatasan dalam penggunaan variabel penelitian. Sehingga hal 

tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.  

 



Saran 

Berdlasarkan k lesimpulan daln keterbaltasan ters lebut, maka peneliti d llapat memberikan 

saraln antara l lain sebagai blerikut: 

1. Bagi Penelliti Selanjultnya 

Penelitian selanjutnya daplat diulang dan ditambahkan varialbel lain seperti 

variabel retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah karena variabel tersebut masih 

masuk dalam pengaruh peingkatan pendapatlan aslil dalerah 
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